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ABSTRAK

PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

KIRANA PRIMAHANI
502017243

Yang menjadi  permasalahan dalam  skripsi  ini adalah bagaimanakah
perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan apakah dasar
hukum penggunaan kartu kredit. Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk
mengetahui perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan dasar
hukum penggunaan kartu kredit, maka jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yang bersifat deskriptif, oleh karenanya tidak bermaksud untuk
menguji hipotesa. Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian
kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya diolah secara
kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan
dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
sebagai berikut Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit di
Indonesia melalui tiga tahap yaitu pertama tahap pra transaksi adalah tahap
sebelum adanya transaksi dimana pihak bank telah melakukan penawaran dan
pengenalan produk khususnya kartu kredit, kedua tahap transaksi adalah tahap
dimana telah terjadi adanya kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank
melalui ditandatanganinya aplikasi atau formulir yang sudah dibuat sepihak oleh
pihak bank, ketiga tahap setelah transaksi adalah penyelesaian sengketa antara
pihak bank dengan nasabah dapat diselesaikan dengan cara damai, mediasi dan
peradilan dan dasar hukum penggunaan kartu kredit yaitu Undang-undang No. 7
tahun 1992 tentang perbankan jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Kepres No.
6 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No.
1251 / KMK.013/1998 tentang kentenruan dan tata cara pelaksanaan lembaga
pembiayaan dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Kata Kunci : Perlindungan, Kartu Kredit, Konsumen
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modem baik
dari segi ragam produk, kualitas dan teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin
mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas
dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara dalam
bidang ekonomi, oleh karena itu tidak heran apabila perbankan suatu negara
hancur, maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang
bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.!

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting di
berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang
financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang.
Dirnana semuanya itu dapat terpenuhi lewat jasa-jasa perbankan, jasa-jasa yang
dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu
berdasarkan pada jenis banknya.

Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka menurut Undang-undang
nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan jo Undang-undang nomor 10 Tahun
1998 Tentang perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah
satunya adalah transfer atau pemindahan uang. Fungsi bank dalam menjalankan

operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

! Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 16



menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai
financial intermediary atau lembaga keuangan.?

Sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip
kehati-hatian (prudential banking regulation) atau pengaturan tentang prinsip-
prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan
yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank
secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan
fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan system pembayaran bagi
perekonomian. Bank selalu dituntut untuk bersikap professional agar dapat
berfungsi secara efisien, sehat serta menghadapi persaingan global.

Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan
pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan
diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut
untuk dapat melayani nasabahnya dengan baik.

Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau
pcmindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan electronic
banking system atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem
perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan
menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan
ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan
peralatan elektronik tersebut yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa

telepon, komputer, pita magnetis dan lainnya.

2 Sri Susilo dan Tim, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2000,
hlm 4.



Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan Electronic Funds Transfer
berbeda dengan transaksi pembayaran secara konvensional yang dilakukan
dengan menggunakan kertas (paper) maka dalam Electronic Funds Transfer
adalah transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan kertas atau
warkat melainkan menggunakan media elektronik.’

Semua jenis transaksi yang ada dalam EFT tersebut sudah diterapkan pada
perbankan Indonesia dan yang paling banyak digunakan dalam masyarakat selain
ATM (Automated Teller Machine) adalah kartu kredit. Salah satu ciri Electronik
Funds Transfer pada salah satu sistem pembayaran adalah dengan menggunakan
kartu plastik (credit card, debit card maupun dengan menggunakan sarana ATM).

Kecanggihan transaksi yang menggunakan sarana kartu kredit tidak dapat
terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi telah merubah banyak aspek bisnis
dan pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah
melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah E-commerce
(Electronic commerce) adalah suatu transaksi yang menggunakan jaringan
komputer (computer networks), yaitu internet untuk melakukan kegiatan bisnis,
dimana didalamnya terjadi pembelian atau penjualan jasa atau produk antara
kedua belah pihak, dan cara pembayarannya salah satunya adalah dengan
menggunakan kartu kredit. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media
elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang

bertransaksi.

3 Dimas Anugrah Argo Atmaja, Pembuktian Dalam Elektronik Funds Transfer, Majalah
Dinamika Hukum, 2003, hlm 87-88.



Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan
dengan proses yang lebih cepat, efisien, paperless, waktu yang lebih fleksibel,
tanpa perlu hadir di counter bank telah memberikan electronic funds transfer
beberapa kelebihan. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik
tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada
akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi
tersebut.

Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya
transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang
tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi
adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan transaksi dari kartu
kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang
kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah
mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian. hal ini jelas sangat
merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.

Pada situasi diatas, dapat dikemukakan bahwa nasabah sebagai konsumen
pengguna jasa electronic funds transfer memiliki kedudukan yang lemah dan
sering dirugikan. Dalam pemakaian electronic funds transfer saat ini, posisi dan
kepentingan nasabah belum terrindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank
sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu
sendiri. Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak
bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa electronic funds transfer maka dapat

diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak.



Ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen (Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999), Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum pada

konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen juga memuat tentang hak dan kewajiban konsumen, menurut Bab II

pasal 4, hak konsumen antara lain adalah :*

1.  Hak atas kenyamanan keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

Menurut Pasal 5, kewajiban konsumen antara lain adalah :

1.  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Sedangkan pada bagian kedua Pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

mengatur mengenai hak pelaku usaha antara lain, yaitu:

4 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2001, hlm 38,47



Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar baran g dan/atau  jasa yang
diperdagangkan.

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti sccara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

Menurut Pasal 7, kewajiban.pelaku usaha adalah :

1.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta member! penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan

pemakaian Electronic Funds Transfer khususnya dalam hal ini adalah kartu kredit,

dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian kedua belah pihak, ketentuan

dalam undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999), sehingga dirasakan perlu adanya suatu undang-undang yang khusus

mengatur Electronic Funds Transfer yang tujuannya lebih melindungi kepentingan

nasabah dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan produk, standar

perlindungan konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa. Baik



yang menyangkut tentang kedudukan, hak dan kewajiban nasabah selaku
konsumen berdasarkan Undang-undang Perbankan maupun Undang-undang
lainnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen adaiah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada
konsumen sehigga kedudukan konsumen dapat disejajarkan dengan produsen
secara umum. Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan
"Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilaan, keseimbangan,
keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum". Didalam
penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan
5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat,

2. Asas keadilan,

3. Asas keseimbangan,

4. Asas keamanan, dan

5. Asas kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil
dan mengangkat permasalahan ini sebagai tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi

yang diberi judul: "PERLINDUNGAN NASABAH KARTU KREDIT



DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan eksistensi pidana
mati, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia ?
2. Apakah dasar hukum penggunaan kartu kredit ?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan dasar hukum
penggunaan kartu kredit tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal
lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah
1.  Untuk mengetahui dan menjelaskan  perlindungan konsumen
pengguna kartu kredit di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum penggunaan kartu kredit.
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi
bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan
pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai

pengabdian pada Almamater.



D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan nasabah adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen pengguna jasa
perbankan.

2. Kartu kredit adalah suatu alat pengenal, dimana pemilik boleh mendapat
kredit untuk pembelian barang-barang atau mendapat pelayanan daripada
pembayaran kontan.

3. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk
melindungi dan terpenuhinya hak konsumen, sebagai contoh para penjual
diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada
konsumen.

E. Metode Penelitian
Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan

konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan dasar hukum penggunaan kartu

kredit, maka jenis penelitian ini adalali penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji
hipotesa.

* Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data  skunder  dititikberatkan  kepada penelitian

kepustakaan (library research) dengan cara mengkayji:

a)  Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang

berlaku.
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b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para
ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam
skripsi ini.

c) Bahan hukum tertier yailu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan
lain sebagainya.

. Teknik pengolahan data
Setelah data terkumpul, maka data tersebut djolah guna mendapatkan data

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing

yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan,
kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

* Analisa data
Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji

aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis

yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya
satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan
Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Merupakan  bab  pendahuluan  yang  menguraikan latar

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode

penelitian, serta sistematika penulisan.



BABII

BAB III

BAB IV
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Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang
kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan
yang akan dibahas.

Merupakan  pembahasan  yang mcnggambarkan tentang hasil
penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang

diangkat.

: Merupakan  bagian penutup dari pembahasan yang di format

dalam kesimpulan dan saran.
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